
 

 

 

LAMPIRAN 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 
Nama               : M. Ilham Su’adi 

 
NPM/NIRM   : 180202267/2018.4.008.0203.1.001069 

 
Prodi               : Ahwalus Assyakhsiyah 

 
Fakultas         : Syariah 

 
Judul Skripsi     : Analisis Putusan Sengketa Waris Di  Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri (Putusan Nomor 2483) Di   Pengadilan 

Agama Kabupaten Kediri. 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini yang saya tulis ini benar- 

benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihkan tulisan 

atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. 

Apabila dikemudian hari terbukti merupakan jiplakan atau plagiat, maka saya 

bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

 
Kediri, .21Juli 2023 

 Yang membuat pernyataan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
( M.ILHAM SUA’DI )



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 
[E-mail:  Ilhamof123@gmail.com ] 

 

Lahir di Magetan   pada tanggah 18 agustus 2022.penulis merupakan putra 

terakhir dari tiga bersaudara,putra dari bapak M. Faizin dan ibunda Khoiriyyah yang 

berdomisili di Desa Kuwon Rt/Rw 004/001, Kecamatan Karas, Kabupaten 

Magetan, Jawa Timur. Sekarang telah menyelesaikan  (S-1) Jurusan Pendidikan 

SHukum Fakultas Syariah Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri. 

 

Riwayat pendidikan penulis,TK Kuwon Kec.Karas, Kab. Magetan tamat tahun 

 
2006; dan dilanjutkan ke jenjang berikutnya di Madrasah Ibtidaiyah Kuwon, 

Kec.Karas, Kab. Magetan lulus pada tahun 2012; Setelah menyelesaikan 

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah penulis memulai belajar ilmu agama di Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak dan bersekolah formal di sekolah yang masih satu 

yayasan dengan Pondok Pesantren Pesantren Darul Huda Mayak, sekolah berbasis 

pondok pesantren yaitu  MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tamat tahun 

2015; Setelah menyelesaikan jenjang Madrasah Tsanawiyah penulis memilih 

mencari ilmu agama di Pondok Pesantren di Kediri yaitu di Pondok Pesantren 

Lirboyo  HM Al-Mahrusiyah  sembari   melanjutkan  pendidikan    di  Madrasah 

Aliyah Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri tamat tahun 2018 dan melanjutkan 

pendidikan S1 di UI-Tribakti Lirboyo Kediri dengan mengambil Jurusan Ahwalus 

Asyakhsiyah (AS)  tamat  pada tahun 2023

mailto:Ilhamof123@gmail.com


 

 

 

Transkip Wawancara 
 

 

Pertanyaan 
 

 
1.   Siapa saja yang mempunyai wewenang untuk mewarisi? 

 
2.   Apa kewenangan pengadilan agama dalam mengurus pembagian waris 

 
3.   Apakah boleh jika saya membagi warisan dengan tidak mengikuti aturan 

hukum waris Islam? 

4.   Apakah anak durhaka juga termasuk sebab² terhalangnya warisan? 
 

 
Jawaban 

 

 
1.   .Kategori keturunan yang berhak mewarisi telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, 

Hadits dan Mahzab. Semua kategori keturunan tersebut, dapat Anda lihat pada 

halaman utama Program Waris Islami. Jika ada keturunan yang tidak termasuk 

dalam kategori tersebut, maka mereka tidak berhak mewarisi, sebagai contoh 

tante. Setiap dan semua keturunan yang berhak mewarisi adalah Muslim dan 

jika si mPeradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis- 

jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama 

Islam. Tegasnya, 

Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang disesuaikan dengan 

 
(dimutatis 

 
mutandiskan) dengan keadaan di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah 

satu 

pelaksanaan   kekuasaan   kehakiman   yang   ikut   berfungsi   dan   berperan 

menegakkan 

keadilan,  kebenaran,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum  mengenai  perkara 

perdata Islam



 

 

 

tertentu.   Karenanya,   Peradilan   Agama   ini   disebut   peradilan   khusus. 

Kekhususan 

Peradilan Agama terletak pada jenis-jenis perkara yang ditangani yang diatur 

dalam 

ketentuan agama Islam. 

 
Peradilan Agama mempunyai kewenagan sebagaimana yang di atur dalam 

Undang-undang tentang Peradilan Agama, untuk Pengadilan Agama di Aceh 

(Mahkamah Syar'iyah) mempunyai kompetensi absolut selain bidang hukum 

keluarga 

(ahwal al-syakhshiyah), hukum ekonomi/perdata (mu'amalah) juga mempunyai 

kewenangan hukum pidana Islam (jinayat). Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas 

 
2.   dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

a. perkawinan; 

 
b. waris; 

c. wasiat; 

d. hibah; 

e. wakaf; 

f. zakat; 

g. infaq;ayit mati terbunuh, tidak boleh menjadi tertuduh pembunuh si mayit. 

 
3.   Pada saat itu, masih berlaku tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris 

menurut hukum perdata barat (peninggalan Belanda), hukum waris menurut 

hukum  adat,  dan  hukum  waris Islam. Dengan  demikian,  para  pihak  yang 

berperkara bebas untuk memilih antara hukum perdata barat, hukum adat, 

ataupun  hukum  waris Islam.  Sehingga pengadilan  yang  berwenang  dalam 

menyelesaikan perkara waris bergantung pada hukum apa yang dipilih. Dengan



kata lain, orang Islam dapat menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Negeri  

 

dengan berdasarkan KUH Perdata atau secara adat dengan menggunakan sistem 

hukum adat, ataupun di Pengadilan Agama berdasarkan hukum waris Islam. 

Akan tetapi, setelah lahirnya UU 3/2006, asas pilihan hukum atau hak opsi 

tersebut dihapuskan. Pertama, yang perlu diketahui bahwa salah satu asas dalam 

hukum waris Islam adalah asas ijbari (paksaan).Kedua, sebelum harta yang 

ditinggalkan ayah Anda itu berstatus menjadi harta waris dan siap dibagikan ke 

ahli waris, maka perlu juga dipastikan terkait dengan harta bersama antara 

ayah dan ibu Anda 

4.   Mereka tidak berhak mewarisi, tapi mereka bisa diberikan Hadiah. Jumlah dari 

keseluruhan   Hadiah   tidak   boleh   lebih   dari   1/3   (sepertiga)   dari   total 

keseluruhan harta waris.
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